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Perjanjian pemborongan adalah merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh pihak yang memiliki pekerjaan dengan pihak pemborong yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat perjanjian pemborongan. Salah satu bentuk pelaksanaan perjanjian pemborongan ini adalah pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemasangan genset 18 unit yang diadakan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. Pekerjaan pemborongan ini dilaukan oleh kontraktor tanpa mengenal adanya sub kontraktor. Pentingnya perjanjian pemborongan pekerjaan sehingga mendorong untul meneliti dan menganalisa tentang proses pelaksanaan perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dengan pihak pemborong PT. Caturindo Karsa Manunggal Utama mulai dari awal pelelangan sampai berakhirnya pekerjaan tersebut.
Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dengan PT. Caturindo Karsa Manunggal Utama Semarang ini, dilakukan pada Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan  PT. Caturindo Karsa Manunggal Utama Semarang dengan subyek penelitian meliputi Staf Administrasi Teknik, Direktur dan sekretaris PT. Caturindo Karsa Manunggal Utama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanan perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemasangan genset 18 unit ini tunduk pada peraturan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa dengan tidak mengabaikan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak dan juga ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam RKS. Dan diketahui bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pemborongan tersebut lebih banyak menguntungkan pihak bouwheer sebagai pemberi pekerjaan. Hal ini desebabkan karena pekerjaan tersebut merupakan salah satu proyek pemerintah yang hasilnya akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Apabila diketahui timbul masalah antara kedua belah pihak maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah, tetapi apabila dengan musyawarah tidak mencapai mufakat maka akan diselesaikan melalui badan arbitrase atau dengan jalan hukum melalui kantor Pengadilan Negeri Semarang. 
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